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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
isbat nikah yang diajukan oleh ;

Wahyudi bin Kamaruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Cempa-Cempae, Desa Lappoase,
Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai
pemohon |.

Rosnah binti Lawu, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cempa- Cempae, Desa
Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya
disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalinya tertanggal, 02 Oktober
2013yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register
perkara Nomor 427/PdtPN13/PA Wiptanggal, 02 Oktober 2013, pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon | dengan pemohon Il adalah suami isti yang menikah pada
tanggal 04 April 2004 di Sandakan Malaysia.

2. Bahwa yang mengawinkan pemohon | dengan pemohon Il adalah Imam setempat
bemama Simba dan yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon Il yang
bemama Maswi, karena ayah kandung pemohon Il telah meninggal dunia dan
disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir
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terfadinya pemikahan.

5. Bahwa setelah menikah pemohon | dengan pemohon Il tidak memiliki bukti nikah
dikarenakan pemikahan pemohon | dengan pemohon Il terjadi di luar wilayah
hukumIndonesia.

6. Bahwa setelah menikah pemohon | dan pemohon Il tinggal di Malaysia kemudian
keduanya kembali ke Indonesia dan sekarang menetap di Desa Lappoase,
Kecamatan Awangpone dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing
bemama Dian Putri Ananda binti Wahyudi, umur 7 tahun dan Dandi Kumiawan bin
Wahyudi, umur 6 tahun.

7. Bahwa pemohon | dan pemohon Il bemaksud mengajukan pemmohonan
pengesahn nikah (isbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu
untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah.

8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila temyata
permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak
manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dia atas, maka pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Watampone cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara inidan berkenan memberi penetapan sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan pemohon | dan pemohon II.

2. Menyatakan sahnya perkawinan pemohon | (Wahyudin bin Kamaruddin) dengan
pemohon Il (Roshah binti Lawu) yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2004,
di Malaysia.

3. Membenankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir di persidangan dan
telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan permohonan pemohon yang Isi
dan maksudnya tetaf* dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-daliinya mengajukan buki - buki
sebagai berikut

Bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor
7308162509090002 atas hama Wahyudi dan saksi dua orang masing-masing
bemama Abdullah bin Habe dan Arfuddin bin Sanatang, kedud saksi memberikan
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dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa pemohon dengan istii pemohon menikah pada tanggai 04 April 2004 di
Sandakan Malaysia.

- Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung ayah istri pemohon bemama
Maswi, yang dikawinkan oleh Imam setempat bemama Simba, sedang saksi
nikah masing-masing Amir dan Bdullah, serta mahar berupa sepetak tanah
kebun terletak di Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

- Bahwapemohon berstatus jejaka dan isti pemohon berstatus perawan.

- Bahwa pemikahan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan syara’
sena tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut

- Bahwa pemohon dengan isti pemohon tidak pemah bercerai dan telah
dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan istri pemohon
dan untuk keperuan pengurusan akta kelahiran anak- anak.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan,
selanjutnya pemohon menyatakan tidak nnengajukan sesuatu apapun di persidangan
kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua
berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak tempisahkan dengan

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permmohonan pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di muka.
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah

dengan dalil-dalil bahwa perkwinan pemohon dengan isti pemohon
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pemohon iDemama Maswi, dinikahkan oleh Imam setempat bemama Simba, dan saksi
nikah yaitu Amir dan Baduilah, serta mahar berupa sepetak tanah kebun teretak di
Desa Taccipi, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalinya mengajukan
bukt dengan menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara
formil dapat diteima dan dan secara materl nilai pembuktannya sempuma,
keterangan kedua saksi temebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung
dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasakan dalil-dalii pemohon dihubungkan dengan
keterangan dua orang saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta
sebagai berkut
- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il suami istii telah menikah pada tanggai 04

April 2004 di Sandakan Malaysia dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung ayah isti pemohon bemama
Maswi, yang dinikahkan oleh Imam setempat bemama Simba, serta mahar
berupa sepetak tanah kebun yang terletak di Taccipi, Kabupaten Bone.

- Bahwa perkawinan pemohon dengan isti pemohon tdak ada halangan syara’
sera tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.

- Bahwa pemohon dengan istri pemohon tidak pemah bercerai dan telah dikaruniai
duaorang anak.

- Bahwa pemohon mengajukan pemrmohonan pengesahan nikah ini dalam rangka
untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan isti
pemohon dan untuk keperduan pengurusan akta kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut di
muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai

dengan maksud Pasal 49 huruf (@) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7

ayat (2) dan ayat 3 huruf(e) Kompilasi
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~ Hukumlslam, karenan” permohonan pemohon telah beralasan hukumdan patut )
Direktori&iusardahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mah lﬁi%nﬂf?‘nrb%%?go%ﬁv{/% berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukumyang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan sahnya pemikahan pemohon | (Wahyudi bin Kamaruddin) dengan
pemohon 11 (Rosnah binti Lawu) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004
di Sandakan Malaysia.

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Watampone pada har Rabu tanggal, 23 Oktober 2013.M.
bertepatan dengan tanggal, 19 Dzulhijah 1434.H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, MH.,
ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah,S.H.MH., dan Muh. Nasir. B, S.H., masing-masing
sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota
tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai panitera pengganti, yang
dihadiri pemohon | dan pemohon II.

Hakim
Anggptars®

F720146186

Drs. H. Amiruddin, MH

Muh. Nasir. B, S.H
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Dra. Niiraeni

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp.  30.000,00

2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 70.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp.  6.000.00
Jumlah RPp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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